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PENDAHULUAN

2

PHJD adalah Program untuk penyelesaian Penanganan Jalan Daerah (Jalan Provinsi/Kab/Kota)

pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

 KSPN yang ditetapkan pada Provinsi Jawa Tengah adalah Kawasan Borobudur
 Ruas-ruas Jalan Provinsi yang menjadi Koridor Utama KSPN Borobudur:

Dieng -Kejajar
Wonosobo - Kejajar
Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo

Kartek - Kepil
Maron - Kemiri
Maron - Purwerejo
Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo

Bener -Bts. Kab. Purwerejo
Salaman - Borobudur
Magelang - Salaman
Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang)
Blabak - Jrakah/Selo Bts. Kab. Bojolali
Boyolali - Jrakah/Selo Bts. Kab. Magelang



ARAHAN PENGEMBANGAN 
BOROBUDUR



ARAHAN PENGEMBANGAN 
BOROBUDUR

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak

pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan

pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas:

a. Kawasan Kedungsepur;

b. Kawasan Purwomanggung; dan

c. Kawasan Bregasmalang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur,

Purwomanggung, dan Bregasmalang dilakukan pengembangan kawasan pendukung

sebagai berikut:

a. Kawasan Barlingmascakeb; b. Kawasan Petanglong; c. Kawasan Wanarakuti;

d. Kawasan Banglor; dan e. Kawasan Subosukawonosraten.

Optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di Jawa Tengah dilakukan dengan cara 

penguatan infrastruktur, khususnya untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-

pusat ekonomi terbangun. Penguatan infrastruktur tersebut diterapkan untuk kawasan:

a. Kedungsepur dengan quick win pengembangan Kawasan Industri Kendal;

b. Purwomanggung dengan quick win pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur; 

dan

c. Bregasmalang dengan quick win pembangunan Kawasan Industri Brebes.



PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH OLEH MENTERI KEUANGAN



KESEDIAAN MENGIKUTI PHJD TA 2021

 Alokasi Anggaran PHJD yang telah disetujui oleh
Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan pada
Tahun 2021 untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar

44,00 Milyar, dengan komposisi :

KONSTRUKSI / FISIK SEBESAR 40,00 MILYAR
NON FISIK / INSENTIF SEBESAR 4,00 MILYAR



PETA IDENTIFIKASI JARINGAN JALAN KSPN BOROBUDUR 

Koridor No. Ruas Nama Ruas Status Kabupaten Panjang (Km) Lebar (m) RoW (m) Kondisi (%)

1. Adi Sutjipto Airport - Borobudur
182 Blondo - Mendut/Karet P Magelang 7.98 9 13 100

172 Magelang - Salaman P Magelang 15.2 8.5 12

2. Adi Sumarmo Airport - Borobudur
183 Blabak - Jrakah/Selo Bts. Kab. Boyolali P Magelang 25.31 5.5 7.5

184 Boyolali - Selo - Jrakah P Boyolali 24.32 6 7.5

3. NYIA – Borobudur 165 - 169 - 168 - 171 Bts. Kab. Purworejo / Bener - Maron P Purworejo 34.3 100

4. NYIA – Dataran Tinggi Dieng

164 Kertek - Kepil P Wonosobo 18.9 6 8

166 - 167 Maron - Kemiri - Kepil P Wonosobo 19.1 5 8

106 - 107 Wonosobo - Kejajar - Dieng P Wonosobo 22.9 5.5 7.5



PETA PENANGANAN

PAKET 1 

PAKET 2 

PAKET 3



RENCANA PENANGANAN

No. No. Ruas Nama Ruas
Panjang SK 

Jalan

Penanganan Dalam KM Total Anggaran

Panjang 
(km)

Nilai Kontrak
Rencana 

(Juta)

TOTAL PAGU 
(Rp.)  (Juta)PR + RK 

(KM)

Pelebaran 
PR + RK 

(Rp)
Pelebaran

(Juta)

KET.

Panjang
(KM)

KM - KM

1 106 Dieng -Kejajar 10,20 10,20 1.028,60 10,20 1.028,60 
11.585,73 PAKET 1 

2 107 Wonosobo - Kejajar 13,00 11,70 1,30 69+350 - 71+350 1.322,30 9.234,83 13,00 10.557,13 

3 167 Kemiri - Kepil/Bts Kab. Wonosobo 8,60 8,60 867,20 8,60 867,20 

14.163,97 PAKET 2 

4 164 Kartek - Kepil 19,14 18,14 1,00 60+825 - 62+825 1.829,26 7.103,71 19,14 8.932,97 

5 166 Maron - Kemiri 10,98 10,98 1.039,49 10,98 1.039,49 

6 165 Maron - Purwerejo 2,94 2,94 296,50 2,94 296,50 

7 168 Salaman - Bener/Bts Kab. Purworejo 8,25 8,25 831,90 8,25 831,90 

8 169 Bener -Bts. Kab. Purwerejo 12,10 12,10 1.220,20 12,10 1.220,20 

9 171 Salaman - Borobudur 8,07 8,07 306,50 8,07 306,50 

10 172 Magelang - Salaman 13,75 13,75 383,20 13,75 383,20 

11 182 Blondo - Mendut/Karet (Kab. Magelang) 7,53 7,53 286,00 7,53 286,00 

12 183 Blabak - Jrakah/Selo Bts. Kab. Bojolali 25,31 24,01 1,30 09+800 - 10+800 2.562,97 9.234,83 25,31 11.797,80 

14.250,30 PAKET 3 13+200 14+200

13 184 Boyolali - Jrakah/Selo Bts. Kab. Magelang 24,32 24,32 2.452,50 24,32 2.452,50 

Total 164,19 160,59 3,60 14.426,63 25.573,37 164,19 40.000,00 40.000,00 



NILAI ACUAN PEKERJAAN (NAP)



Lanjutan......



Lanjutan......



Kegiatan fisik mencakup:
1. Pemeliharaan rutin jalan termasuk Backlog and Minor Works (BMW)/Rutin

Kondisi, Backlog Minimum/Holding Treatment;
2. Pemeliharaan berkala jalan;
3. Rehabilitasi dan peningkatan jalan.

Kegiatan non fisik atau peningkatan institusi/tata kelola mencakup:
1. Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3);
2. Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan;
3. Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU/Bina Marga, Bappeda,

dan instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa;
4. Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi pemangku

kepentingan (pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis, Simpul
Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD); termasuk penerapan prinsip kesetaraan
gender dan inklusi sosial dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll)

Lingkup Kegiatan



i. Penyampaian surat minat dan usulan program (yang harus dikoordinasikan dengan badan
pengelola KSN setempat) dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten kepada Sekjen Kementerian
PUPR, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas dan tembusan kepada Dirjen Perimbangan
Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan;

ii. Penyiapan dokumen usulan kegiatan dan kelengkapan persyaratan penerima hibah;
iii. Menyusun rencana anggaran tahunan sesuai dengan rencana penerimaan hibah;
iv. Menyusun dokumen perencanaan program - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
v. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berupa pengalokasian dana untuk

membiayai semua kegiatan hibah terlebih dulu (pre-financing);
vi. Pembentukan Program Implementation Unit (PIU).

Tahap Persiapan



i. Menetapkan tim Program Implementation Unit (PIU) yang membantu kepala daerah dalam pelaksanaan
PHJD;

ii. Menyiapkan dokumen kesiapan proyek/readiness criteria (antara lain DED, dok. lingkungan dan sosial,
serta dokumen pengadaan barang dan jasa);

iii. Penyiapan Surat Pernyataan Komitmen Pemda Terhadap Kesetaraan Gender dan Rencana Aksi GESI (GAP)
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk kelengkapan persyaratan penerima hibah

iv. Harus mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan pengawasan pekerjaan fisik (minimum 3% dari nilai
pagu hibah fisik).;

v. Proses pengadaan barang dan jasa;
vi. Melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dengan cara swakelola dan kontrak;
vii. Pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dan

meningkatkan kesetaraan gender;
viii. Pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara berkala oleh Tim Teknis;
ix. Menyiapkan surat permintaan verifikasi atas pencapaian hasil kegiatan fisik dan non fisik kepada Tim

Teknis;
x. Mendampingi Tim Teknis dalam pelaksanaan verifikasi;
xi. Menyiapkan surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak dan dokumen terkait kepada DJPK Kementerian Keuangan

Tahap Pelaksanaan



PIU dibentuk di setiap provinsi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan PHJD.

PIU Provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah yang tugas hariannya dibantu oleh biro yang mempunyai
tugas koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan dengan anggota dari unsur Bappeda, Dinas PU/Bina
Marga, Biro/Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata.
Tugas PIU antara lain:
1. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat dari Kepala Daerah untuk mengikuti PHJD;
2. Mengkoordinasikan penyampaian proposal PHJD kepada Sekjen Kementerian PUPR;
3. Membantu penyiapan rencana jangka menengah (3-5 tahun) dan rencana tahunan pelaksanaan

kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada Sekjen Kementerian PUPR dan DJPK Kemenkeu.
4. Memfasilitasi kegiatan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Teknis;
5. Mempersiapkan proses pencairan dana hibah;
6. Melakukan pengawasan terkait dengan PHJD;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan

program kepada Tim Teknis melalui PMU;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan triwulan dan akhir tahun atas

pelaksanaan program kpd DJPK Kementerian Keuangan dan Sekjen Kementerian PUPR melalui PMU.

Program Implementation Unit (PIU) 



Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan
melaksanakan kegiatan pembangunan fisik.
Tugas utama sebagai berikut:
1. Menyusun proposal pengajuan PHJD yang ditujukan kepada PIU;
2. Menyusun rencana komprehensif dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk

disampaikan kepada PIU;
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dan bertanggung jawab atas penggunaan hibah

dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur;
4. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan program;
5. Menyampaikan laporan pekerjaan kepada PIU untuk dilakukan verifikasi;
6. Memfasilitasi pelaksanan kegiatan verifikasi;
7. Membuat laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik (untuk disampaikan kepada PIU);
8. Memastikan OPD lain melakukan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian output yang telah

disepakati.

Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga



1. Tahap I (Maret-April) – pencairan dana setinggi-tingginya 15% dari nilai hibah;

2. Tahap II (Juli) – pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai pengeluaran

SP2D dan pencairan setinggi-tingginya 50% dari insentif institusi;

3. Tahap III (November) – Pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai sisa

dana hibah dan pencairan setinggi-tingginya 50% insentif institusi.

Verifikasi dan Pencairan



BAPPEDA
1. Telah dibentuk Program Implementation Unit (PIU)
2. Telah melaksanaan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah
3. Surat Kepala Bappeda terkait kesanggupan untuk mengalokasikan anggaran

untuk kegiatan PHJD di OPD terkait dengan mempertimbangkan surat minat
Kepala Daerah dan surat Sekjen Kementerian PUPR tentang usulan alokasi pagu
PHJD

4. APBD tahun anggaran telah disahkan paling lambat Desember tahun n-1.
5. Bappeda telah melakukan koordinasi dan kesepakatan penggunaan insentif

sesuai ketentuan yang tercantum dalam PMM dengan OPD terkait PHJD dan
ada berita acara atas rencana penggunaan insentif

Verifikasi Tahun I – Tahap I



Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
1. SK Gubernur tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan keanggotaan

yang berasal dari anggota FLLAJ. Komposisi FLLAJ 50% unsur Pemerintah
Provinsi/Kabupaten dan 50% non Pemerintah (antara lain akademisi, tokoh
masyarakat/adat/agama, kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa
penyedia transportasi, perwakilan kelompok perempuan (minimal 30%
gabungan unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta
perwakilan pemilik utilitas umum) dengan jumlah personil yang ramping dan
efektif sudah disahkan. Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur
nonpemerintah dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota FLLAJ;

2. Sekretariat FLLAJ yang didukung staf yang berdedikasi untuk menjalankan
operasional FLLAJ (sekurang-kurangnya 1 staf ahli/senior dan 1 staf pendukung
yang tidak merangkap jabatan struktural di salah satu OPD) dan kantor telah
beroperasi sesuai hari kerja (5-6 hari) dan harus ada bukti kontrak

3.

Verifikasi Tahun I – Tahap I



Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
1. SK Gubernur tentang FLLAJ dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan keanggotaan

yang berasal dari anggota FLLAJ. Komposisi FLLAJ 50% unsur Pemerintah
Provinsi/Kabupaten dan 50% non Pemerintah (a.l akademisi, tokoh
masyarakat/adat/agama, kelompok masyarakat pemerhati jalan/asosiasi jasa
penyedia transportasi, perwakilan kelompok perempuan (min. 30% gabungan
unsur Pemerintah dan non Pemerintah) dan disabilitas serta perwakilan pemilik
utilitas umum). Ketua Kelompok Kerja/Pokja FLLAJ dari unsur nonpemerintah
dan anggota Kelompok Kerja/Pokja berasal dari anggota FLLAJ;

2. Sekretariat FLLAJ yang didukung staf yang berdedikasi untuk menjalankan
operasional FLLAJ (sekurang-kurangnya 1 staf ahli/senior dan 1 staf pendukung
yang tidak merangkap jabatan struktural di salah satu OPD) dan kantor telah
beroperasi sesuai hari kerja (5-6 hari) dan harus ada bukti kontrak

3.

Verifikasi Tahun I – Tahap I



Dinas Pariwisata (Dispar)
1. Data baseline/data dasar untuk Aspek 3 A (Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi)

serta data jumlah wisatawan (mancanegara dan lokal) yang berkunjung di lokasi
KSPN tiga tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar), pendapatan
bidang pariwisata dari restribusi masuk ke lokasi wisata, pajak hotel, restoran
dll di lokasi KSPN tiga tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar);

2. Data baseline/data dasar jumlah desa wisata dan Pokdarwis di lokasi KSPN 3
(tiga) tahun terakhir (misalnya data dari BPS, BI, dan Dispar).

Verifikasi Tahun I – Tahap I



Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
1. Telah mengikuti pelatihan tentang tender untuk pekerjaan konstruksi dan

seleksi konsultan yang telah dilaksanakan oleh tim Setjen Kementerian PUPR
sebelum proses pelaksanaan tender/seleksi dimulai;

2. Penambahan klausul dalam dokumen lelang dan draft kontrak yaitu:
Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala, Rehabilitasi dan
Peningkatan Jalan tidak dapat dilaksanakan (ditangguhkan) jika pelaksanaan
pekerjaan Pemeliharaan Rutin (PR), Rutin Kondisi (RK) dan Backlog
Minimum/Holding Treatment (HT) tidak/belum dilaksanakan sesuai Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK dan Direksi Teknik. Batas
keterlambatan maksimum 5% terhadap Jadwal Pelaksanaan dari masing-
masing lingkup penanganan untuk semua segmen (PR, RK dan HT).

Verifikasi Tahun I – Tahap I



BPKAD
1. Telah mengeluarkan anggaran APBD sesuai dengan alur kas DPA untuk triwulan

I dan II minimum 70% untuk PHJD

Verifikasi Tahun I – Tahap II



Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
1. Peraturan Gubernur ttg Tugas, Fungsi dan Alokasi Dana operasional di APBD untuk

FLLAJ telah disahkan dan disosialisasikan kepada OPD terkait dan anggota FLLAJ;
2. Pedoman Standar Operasi FLLAJ telah siap dan disahkan oleh Dinas Perhubungan;
3. Website FLLAJ sudah operasional scr mandiri dan tidak digabung/menginduk dengan

OPD lain serta telah mencantumkan program yg akan dilakukan di tahun berjalan;
4. Link/tautan website FLLAJ telah tercantum dalam website pemerintah daerah
5. Hadir di forum konsultasi publik untuk semua kontrak PHJD dan tersedia laporan;
6. Laporan Triwulan I (Januari – Maret) dan Triwulan II (April - Juni) berisi a.l notulen

rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat (klasifikasi gender dg sarana
media sosial, telepon, SMS) telah ditindaklanjuti paling sedikit 40% dari jumlah
keluhan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan telah
dipublikasikan di website FLLAJ;

7. Website FLLAJ telah dimutakhirkan untuk status bulan Juni;
8. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan (April, Mei, Juni) tersedia daftar hadir,

agenda dan notulen rapat.

Verifikasi Tahun I – Tahap II



Dinas Pariwisata (Dispar)
1. Pembentukan/pengesahan/aktivasi Pokdarwis dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas Pariwisata;
2. Dinas Pariwisata melakukan pertemuan dalam rangka pembinaan dengan

Pokdarwis dan pelaku usaha jasa pariwisata yang ada minimum 1 (satu) kali
pada semester pertama, dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;

3. Pokdarwis telah melakukan pertemuan minimum satu kali setiap triwulan yang
dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir;

4. Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis yang terinci

Verifikasi Tahun I – Tahap II



BAPPEDA
1. PIU telah melakukan rapat koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu)

tahun pelaksanaan program, tersedia agenda, notulen, dan daftar hadir.
2. Usulan Rancangan Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya untuk

kegiatan PHJD di DPU telah disetujui Bappeda (dalam bentuk berita acara); i
3. Usulan Rancangan Dokumen RKPD dan KUA/PPAS tahun berikutnya untuk

kegiatan FLLAJ telah disetujui Bappeda; (dalam bentuk berita acara)
4. Terintegarisnya program/kegiatan PHJD ke dalam Dokumen Perencanaan

Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra PD) yang diinputkan dalam SIPD (sistem
informasi pemerintahan daerah)

Verifikasi Tahun I – Tahap III



Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)
1. Laporan Triwulan III (Oktober) berisi a.l. notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan

masyarakat termasuk klasifikasi gender dengan sarana media sosial, telepon, applikasi, SMS
atau sarana lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 50% dari jumlah keluhan, dan telah
dipublikasikan di website FLLAJ;

2. Website FLLAJ yang independen telah operasional secara mandiri dan tidak digabung atau
menginduk dengan OPD lain serta telah dimutakhirkan untuk status bulan Oktober;

3. Telah dilaksanakan sosialisasi Pedoman Standar Operasil kepada anggota FLLAJ dan tersedia
laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi;

4. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan (Juli – Oktober) tersedia agenda dan notulen;
5. FLLAJ telah melaksanakan review dan memberikan masukan atas hasil P/KRMS untuk Usulan

Program Tahun Anggaran berikutnya dan tersedia laporan pelaksanaan review;
6. Program kerja FLLAJ untuk tahun berikutnya telah tersedia dan telah diusulkan kepada

Bappeda;
7. FLLAJ bersama Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan DPU menyiapkan dan melakukan analisa

lokasi rawan kecelakaan/lokasi blackspot sesuai data kecelakaan 2-3 tahun sebelumnya
periode JanuariDesember dari Kepolisian Resor.

8. Menyajikan hasil analisa blackspot dalam peta berbasis SIG sesuai kewenangan
penyelenggaraan status jalan dan wilayah administrasi Provinsi terkait.

Verifikasi Tahun I – Tahap III



Dinas Pariwisata (Dispar)
1. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis

dibuktikan dengan dokumentasi dan laporan sesuai dengan format pada
Lampiran 20 di bagian 8 PMM;

2. Usulan Rencana Kerja Pembinaan Pokdarwis tahun n+1

Verifikasi Tahun I – Tahap III



AMANDEMEN 3 Desember 2020 MANUAL MANAJEMEN 
PROGRAM (PROGRAM MANAGEMENT MANUAL/PMM)

File dapat didownload melalui link
s.id/PMM3PHJD

Pedoman Pelaksanaan PHJD



i. Menetapkan tim Program Implementation Unit (PIU) PHJD dengan SK
Gubernur;

ii. Penyiapan Surat Pernyataan Komitmen Pemda Terhadap Kesetaraan
Gender dan Rencana Aksi GESI (GAP) yang ditandatangani oleh
Gubernur;

iii. Proses pengadaan barang dan jasa;
iv. Melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dengan cara swakelola dan

kontrak;
v. Membentukan dan peningkatan peran FLLAJ dengan SK Gubernur.

AGENDA RAPAT



WEBSITE JAWA TENGAH


